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A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak terjadi kesemrawutan lalu lintas di berbagai kota besar di
Indonesia, seperti yang terjadi di kota Semarang. Ketika zaman menuntut semua harus
bergerak cepat, yang terjadi di jalan-jalan Semarang justru sebaliknya, yaitu
perlambatan dan kesemrawutan. Gerakan arus lalu lintas di Semarang semakin hari
semakin melambat saja, ini terjadi akibat satu persoalan serius, yaitu kemacetan lalu
lintas. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kendaraan yang beredar di kota-kota
besar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini berpengaruh terhadap keamanan
berlalu lintas, yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat
menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas di Semarang
sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Hampir setiap hari media massa tak bosan
meliput kemacetan Semarang dengan persoalan-persoalan yang sangat beragam,
terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kantor (pagi dan sore), sering terjadi di
persimpangan jalan-jalan yang tidak dilengkapi lampu pengatur lalu lintas dan petugas
pengatur lalu lintas. Penyebab kekacauan lalu lintas biasanya karena pengguna jalan
tidak disiplin, saling serobot, arogan, melanggar peraturan lalu lintas, bersikap tidak

peduli, jalan raya difungsikan untuk tujuan lain seperti area parkir, dagang, pasar,



tempat mangkal angkutan umum dan ojek. Penyebab yang paling utama atas kekacauan
dan kesemrawutan tersebut adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas.

Memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, sehingga lalu lintas dan
angkutan jalan penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkuatan jalan
dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien serta berfungsi untuk
meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan
nasional

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek
pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk
keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah
Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembanguan dari segala
bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti
pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di
antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang
aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan
masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang
tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan
menggunakan jalan raya

Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran

masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut



Soerjono Soekanto !, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-
nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian kongkret dalam
masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap
peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu
lintas. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain
kepedulian/kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas kurang, adanya sikap
masyarakat yang sering mengabaikan peraturan yang ada, mengabaikan kelengkapan
pengemudi dan kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri, dan kurangnya
pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum
warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum.
Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hokum.

Penegak hukum khusus di dalam hukum pidana merupakan proses hukum
tentang perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum bertentangan dan dapat dihukum
menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu diatur pula petunjuk-petunjuk
tindakan yang harus diupayakan untuk kelancaran berlakunya hukum. Peradilan
hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lima lembaga yaitu polisi, jaksa, hakim,
lembaga pemasyarakatan, dan advokasi. Polisi sendiri merupakan salah satu penegak
hukum yang mengungkap kasus sebagai modal dasar proses hukum yang selanjutnya

di proses oleh jaksa dan hakim di pengadilan. Peraturan hukum akan berjalan

! Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali, Jakarta, him : 152.



sebagaimana mestinya jika ada kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi hukum
dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Mengenai hal tersebut Chaerudin
Ismail?, menyatakan :

Harapan-harapan mana menuntut peranan warga masyarakat di dalam
mendukung tugas-tugas kepolisian. Pada dasarnya, polisi mengharapkan ketaatan itu,
maka pekerjaan polisi akan menjadi mudah dan efektif. Polisi juga mengharapkan
keikutsertaan warga masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaan
ketertiban umum.

Dengan adanya penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan ketertiban
hukum dalam masyarakat dan sekaligus memberikan tindakan tegas bagi pelanggar
hukum atau peraturan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut menurut Topo Santoso®,
menyatakan :

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan
oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang
berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola
yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh kerena adanya sistem kaidah dalam
masyarakat.

Mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan

perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu

2 Chaerudin Ismail, 1998. Polisi, Kredibilitas, dan Reputasi Polisi Pengayom vs Penindas. Citra
Indonesia. Jakarta, him : 55.
3 Topo Santoso, 2010. Kriminologi. Grafindo Persada, Jakarta, him : 15.



Lintas dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan
dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan.
Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana®. Sering
terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja
mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran
lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi
peristiwa pelanggaran lalu lintas®. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah
adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat
pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat)
faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya
dan faktor lingkungan®. Pada hakikatnya pelanggaran atau kecelakaan yang terjadi di
jalan raya yang sering terjadi dapat dikatakan bahwa kesalahan terletak pada pemakai
jalan raya (faktor manusia) yang mana tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang
berlaku. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya,
terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan
lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru
merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.

Sebagai contoh adalah saat rambu-rambu menunjukkan bahwa lampu merah tidak

4 Satochid Kartanegara, 2001. Hukum Pidana Bagian Pertama. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, him.4
5 Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan, CV Rajawali, Jakarta, him.152

® Soerjono Soekanto, 1986. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum). Mandar Maju,
Bandung:hlm.27



boleh jalan namun banyak yang menerobos lampu merah tersebut dan ia baru merasa
bersalah setelah ia tertangkap polisi.

Di Indonesia salah satu lembaga yang mengurusi mengenai lalu lintas adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga
eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M. Hadjon
merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam
bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi
perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama.
Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang
bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, sedangkan hubungan horizontal
(kerjasama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.”

Satuan lalu lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas
menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan
patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi
pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan
hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas ini
diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu

7 Philipus M. Hadjon,1995. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, him.78



lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas
banyak masalah yang dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti
kecelakaan lalu lintas.

Fungsi Lalu lintas adalah Penyelenggaraan tugas pokok POLRI bidang Lalu
Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis professional khas Kepolisian,
yang meliputi : Penegakan Hukum Lantas (Police traffic Law Enforcement),
Pendidikan Masyarakat tentang Lantas (Police Traffic Education), Ketekhnikan Lantas
(Police traffic Engineering), serta Registrasi/ldentifikasi Pengemudi dan Kendaraan
(Driver and Vehicle Identification)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis
merasa tertarik untuk membahas lebih lanjt dan menyusun ke dalam skripsi dengan
judul : “Implementasi Penegakan Hukum Oleh POLRI Dalam Upaya

Membangun Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang”.
B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan
yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :
1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh POLRI Dalam Upaya Membangun
Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang ?
2. Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Oleh
POLRI Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu

Lintas di Kota Semarang ?



C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan
penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Oleh POLRI Dalam Upaya Membangun
Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang;
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan
Hukum Oleh POLRI Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap

Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang.

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkanmemberikan

mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.

a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat
dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di
masyarakat.

b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih

lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Penegakan Hukum Oleh



POLRI Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu
Lintas di Kota Semarang.
Untuk mengembangkan teori-teori tentang Penegakan Hukum Oleh POLRI

Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Manfaat Praktis.

a.

Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian
Ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang Penegakan Hukum Oleh
POLRI Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu
Lintas, serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang
faktor-faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Lau Lintas.

Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat
Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam
Penegakan Hukum terhadap Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas.

Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih
serius dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Dalam Upaya Membangun
Citra Polisi Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas. Pemerintah juga dapat

mengupayakan langkah-langkah pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas.



F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka

dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV

PENDAHULUAN
Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Citra Polisi, Tinjauan
tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pengertian Polisi Lalu
Lintas, Tugas dan Fungsi Polisi lalu Lintas, Pengertian Perkara

Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, serta Pengertian Pelanggaran.

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode

Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai Penegakan Hukum Oleh POLRI

Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu
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Lintas, serta Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan
Hukum Oleh POLRI Dalam Upaya Membangun Citra Polisi Terhadap

Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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